Usai Dinyatakan Negatif
Covid-19, Wali Kota Kupang
Tinjau RS SK Lerik dan
Berkomitmen Melakukan
Perombakan Total

Kota Kupang,MWartapedia.com — Hari 1ini, usal dinyatakan
negatif Covid-19, Walo.Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu
Kore, MM, MH yang juga adalah mantan anggota DPR RI dua
periode ini langsung memantau sejumlah ruangan di RS SK Lerik.
Dalam pantauannya, ia menyatakan prihatin dengan kondisi
sejumlah bangunan di RS SK Lerik yang sudah mulai tampak
kumuh, oleh sebab itu Wali Kota yang dikenal dengan gaya
blusukan ini berkomitmen untuk melakukan perombakan total
sejumlah ruangan di RS SK Lerik agar lebih tertata rapi.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Kupang saatWali Kota
Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH saat menjalankan
aktivitasnya setelah dinyatakan sembuh dari Covid-19, Usai
melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah jabatannya,
Wali Kota hari itu juga langsung bergerak meninjau secara
langsung sejumlah ruangan di RS SK Lerik, didampingi oleh Ny.
Hilda Riwu Kore Manafe pada Senin (16/02/2021).

Beberapa ruangan yang disekat menggunakan tripleks diminta
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untuk dibongkar, sementara warna tembok yang sudah kusam, Wali
Kota Jeriko minta untuk segera diganti dengan yang baru.
Ketika mendapati sejumlah ruangan tampak tidak lagi terpakai
dan dijadikan gudang oleh manajemen Rumah Sakit, Wali Kota
langsung menginstruksikan agar ruangan-ruangan diperbaiki dan
ditata kembali agar dapat difungsikan dengan baik.

“Perlu dirapikan Rumah Sakit ini, harus dibersihkan,
bangunannya tampak kumuh, catnya diganti, cat yang sekarang
sudah kusam, tidak bagus, nanti pakai warna yang bagus,” ujar
Jeriko.

Selain melihat kondisi sejumlah ruangan, Wali Kota juga
mendapati sejumlah pegawai yang hanya duduk beralaskan kursi
kayu dalam ruangan yang juga kurang layak. Ruangan yang
ditempati para pegawali tersebut adalah bekas ruangan bersalin
dan perawatan anak, menurut salah satu pegawai RS yang ikut
mendampingi Wali Kota Jeriko, ruangan tersebut dipakai oleh
bagian sanitasi.

Dalam pemantauan tersebut, Wali Kota Jeriko yang didampingi
langsung Kepala Bagian Tata Usaha, Rumah Sakit SK Lerik,
Andreas Woli meminta agar segera dibuatkan daftar kebutuhan RS
terutama ruangan yang akan dirapikan, Wali Kota juga meminta
agar memperhatikan tempat duduk untuk keluarga yang menunggui
pasien yang sedang mendapat perawatan.

“Kacau betul Rumah Sakit ini, ruangan-ruangan kondisinya tidak
tertata, semrawut penataannya, pokoknya saya tidak mau tahu,
harus ditata kembali semuanya, harus dirapikan, sampai di
dalam-dalam,” tukas Wali Kota Jeriko.

Wali Kota berjanji dua bulan kedepan dirinya akan mengontrol
secara serius kondisi Rumah Sakit, bahkan setiap dua hari
seminggu akan terus mengecek prospek dari rencana penataan RS
SK Lerik, “karena semua kita akan rombak, ruangan kelas
tiganya akan dirapikan menjadi ruangan yang bagus, satu
ruangan minimal dua pasien saja, supaya rumah sakit kita



jangan sama dengan rumah sakit lain, harus lebih bagus supaya
orang datang sini juga nyaman tetapi harus juga diperhatikan
kesejahteraan pegawai dan tenaga medis di sini, jumlah tenaga
medis di sini masih sangat minim, jadi saya minta kemarin itu
20 orang untuk tambahan tenaga,” aku Jeriko.

Wali Kota Jeriko, berharap agar para pejabat dan tenaga medis
yang bekerja di RS Pemerintah bekerja memberikan pelayanan
dengan ikhlas serta menjauhkan diri dari keinginan untuk
mencari keuntungan pribadi karena anggaran yang dialokasikan
untuk pembangunan serta operasional di rumah sakit adalah uang
rakyat yang dititipkan kepada pemerintah, yang sudah masuk
menjadi kas negara di mana pengelolaannya diatur undang-
undang. Selain itu, Wali Kota Jeriko menyorot disiplin dan
kesejahteraan bagi tenaga medis, “tenaga medis, perawat dan
dokter, harus diperhatikan kesejahteraan mereka. Tapi kalau
kita sudah cukup diperhatikan kesejahteraan mereka, para
tenaga medis juga harus rajin dan disiplin dalam melaksanakan
tugas, kalau malas-malasan agar ditindak sesuai aturan
kepegawaian yang berlaku,” ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menyinggung kebutuhan dokter spesialis, “kita
butuh 10 dokter spesialis dengan spesialisasi masing-masing.
Bila perlu kita kontrak saja dokter spesialis, biayanya nanti
dihitung sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan kita. Tapi
kita upayakan, agar pelayanan di Rumah Sakit tidak terkendala
gara-gara tidak ada dokter spesialis sehingga kurang maksimal.
Tentunya kesejahteraannya akan diperhatikan, mungkin akan kita
siapkan rumah n kendaraan, semuanya dituang dalam kontrak.
Nah, kalau sudah ada perjanjian kerja, ya tidak boleh lagi
kerja di tempat lain, jika tidak ada pasien duduk saja di RS
ini , tidak boleh ke mana-mana, supaya masyarakat tahu bahwa
rumah sakit ini punya dokter spesialis. Kalau dengan keadaan
seperti sekarang ya orang pikir-pikir untuk datang di rumah
sakit ini, dan memilih rumah sakit lain. Jadi tahun ini kita
akan rekrut kebutuhan tenaganya,” tutup Wali Kota Jeriko.
(Pemerintah kota Kupang)



Satgas Nasional Covid-19
Kirim Utusan Untuk Tangani
Nakes Yang Terpapar Covid,
Pemprov Siap Fasilitasi

Kupang, Mwartapedia.com — Satuan Tugas (Satgas) Covid-19
Nasional BNPB Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan (Nakes)
mengirim utusan untuk memberikan dukungan dan perlindungan
kepada para Nakes di NTT yakni Dr. Olivia Des Vinca Albahan
Napitulu, Mked (An), Sp. An, KIC. Dokter Olive saat ditemui di
ruang rapat Biro Administrasi Pimpinan usai melapor diri
kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), Senin
(15/2'2021) memberikan apresiasi terhadap respon Pemerintah
Provinsi NTT.

“Saya adalah utusan dari Satgas Covid Nasional, BNPB Bidang
Perlindungan Nakes, Subbidang Pelayanan Fasilitas Kesehatan
dan Evakuasi Tenaga Kesehatan. Tadi saya sudah melapor kepada
Bapak Gubernur dan beliau prinsipnya mendukung tugas yang akan
saya lakukan di NTT,” jelas Olive didampingi suami Letkol CKM
dr. Immanuel Purba, Sp. THT-KL.
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Menurut Oilve, para Nakes dan tenaga medis sebagai garda
terdepan dalam melawan Covid-19 perlu dilindungi karena paling
beresiko tertular dan terpapar Covid-19. Hal ini sesuai dengan
Surat Edaran HK.02.01/MENKES/69/2021 tentang Pelayanan Tenaga
Kesehatan Yang Terpapar Covid-19.

“Subid kami bertugas untuk Ulakukan koordinasi kesediaan
fasilitas kesehatan (faskes) dan bantuan kesehatan terhadap
Nakes yang memerlukan rujukan dan evakuasi cepat. Juga lakukan
koordinasi ketersediaan tempat tidur dan faskes untuk Nakes
dan tenaga medis yang terpapar covid. Misalnya kurang oksigen
atau nakes yang terpapar kekurangan obat-obatan maka kita siap
membantu. Kita prinsipnya ingin memberikan perlindungan
maksimal kepada para Nakes termasuk evakuasi lewat laut dan
udara, kita siap dukung,” jelas Olive.

Lebih lanjut, Olive berharap koordinasi dan kerjasama dari
para Kadis Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTT.
Pihaknya siap memberikan dukungan kepada Pemda dalam melakukan
Screening Rapid Antigen dan Screening Kormobid secara berkala
bagi para nakes.

“Dalam waktu dekat, saya akan koordinasikan dengan persatuan
RSU di NTT untuk lihat fasilitas RS bagaimana, bagaimana
hospital bednya untuk para medis yang terpapar. Ini perlu
dilakukan secara cepat dan segera dilaporkan ke BNPB untuk
ditindaklanjuti. Alur dari protokol kita, kita punya headline
center 117 extension 3, di mana kita terima laporan tentang
tenaga kesehatan yang terpapar covid. Kita akan support secara
penuh. Kita minta Pemprov atau Pemda menunjuk salah satu PIC
(Person In Charge) atau kontak person untuk melakukan
observasi lapangan terkait tenaga kesehatan yang terpapar. Apa
yang kurang, supaya kita bisa bantu. POC ini yang akan menjadi
narahubung dengan kita,” jelas dokter Olive.

Selanjutnya Dokter Spesialis Anestesi sub spesialis Konsultan
ICU menjelaskan Covid-19 menyerang saluran pernapasan yang
bisa sebabkan gagal napas. Gagal napas yang sedang dan berat



harus diobservasi ketat , terutama bila kadar oksigennya di
bawah 94 persen. Normalnya adalah 96 sampai 100 persen, 95
sampai 96 persen masih moderat. Apalagi kalau disertai dengan
Komorbid atau penyakit penyerta.

“Penyebab gagal napas itu bisa jadi banyak faktor seperti
pompa jantung yang rendah, kondisi paru yang terkena radang
dan juga kekentalan darah. Bisa saja orang yang napasnya bagus
dan tidak ada fleg namun mengalami gagal napas karena adanya
kekentalan darah. Kita di NTT masih kurang alat untuk ukur
kekentalan darah ini. Saya sudah laporkan hal ini juga kepada
bapak Gubernur,” jelas Olive.

Terkait dengan pasien yang boleh masuk ruangan ICU, Olive
mengungkapkan menurut hasil analisis, pasien covid yang masuk
ke ICU sekitar 5 sampai 7 persen. Artinya dari 100 pasien
covid, hanya 5 sampai 7 orang yang boleh masuk ICU. Terutama
yang berkategori gawat darurat serta mengarah ke gagal nafas
yang ditandai sesak nafas berat, foto dada yang mendukung,
fleg di paru serta kecukupan oksigen di bawah 94 persen.

“Sebaiknya pasien yang diberi ventilator itu pasien yang sudah
mengalami perburukan dan mengarah ke gangguan kesadaran.
Sementara pasien yang belum sampai ke gejala itu bisa
diberikan oksigen dalam dosis tinggi atau diberi oksigen
secara tidak langsung. Sementara kalau flegnya masih ringan,
tekanan darah masih stabil, panas tidak terlalu tinggi,
dimasukan ke ruangan High Care Unit (HCR),” ungkap Olive.

Oilve menganjurkan agar pasien covid yang menjalani isoman
harus mawas diri dengan penyakit cormobid yang dideritanya.
Juga tentunya harus menerapkan protokol kesehatan yang
dianjurkan dengan ketat.

“Kalau punya gejala hipertensi harus rutin minum obat
hipertensi walaupun tensi kita normal. Begitupun yang punya
riwayat gula dan asma, harus selalu sediakan obat asma dan
gula di rumah. Kita harus kenali kormobid kita. Harus makan



sayur dan buah karena dalam sayur dan buah tersebut mengandung
unsur vitamin C atau Zinc yang dibutuhkan tubuh. Juga perlu
berpikir positif, waspada boleh tapi tidak boleh takut
berlebihan. Jalani isoman dengan rileks, kalau punya hobby
menenun atau nonton tetap lakukan itu untuk ransang vitalitas.
Namun tetap perhatikan waktu istirahat, karena saat tidur
aliran oksigen akan lancar. Dan jangan lupa olahraga ringan,
jogging supaya peredaran darah tetap lancar,” pungkas Olive.

(Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Kasus Dugaan Korupsi Aset
Tanah Pemda Mabar Mengandung
Prejudicieel Geschil Sehingga
Layak Dipertangguhkan
Persidangannya
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Kupang,Mwartapedia.com — Selaku Kuasa Hukum Afrizal alias
Unyil yang merupakan salah satu terdakwa dalam kasus dugaan
korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat
seluas 30 hektare (ha) di Kerangan / Toro Lema Batu Kallo,
Kelurahan Labuan Bajo — Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat — Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merugikan
negara senilai Rp. 1,3 triliun, maka pada persidangan di
Pengadilan Tipikor Kupang tanggal 3 Februari 2021, kami Tim
Kuasa Hukum terdakwa Afrizal alias Unyil sudah mengajukan dan
membacakan Nota Keberatan atau Eksepsi sebagai bantahan atas
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) NO.REG.PERKARA
PDS-08/N.324/Ft.1/01/2021 tanggal 27 Januari 2021.

Demikian rilis yang diterima dari Meridian Dewanta Dado, SH
sebagai Advokat Peradi dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi
Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kuasa Hukum Afrizal
alias Unyil yang diterima media ini? Sabtu (13/02/2021).

Salah satu substansi terpenting dari Nota Keberatan atau
Eksepsi kami yang merupakan bantahan atas Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDS-08/N.324/Ft.1/01/2021
tanggal 27 Januari 2021 adalah bahwa kami menilai kasus dugaan
korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat
seluas 30 hektare (ha) di Kerangan / Toro Lema Batu Kallo,
Kelurahan Labuan Bajo — Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat — Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengandung suatu
Persengketaan Pra Yudisial atau Prejudicieel Geschil, sebab
menyangkut aset tanah seluas 30 hektare (ha) yang diklaim oleh
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi NTT sebagai milik
Pemda Kabupaten Manggarai Barat tersebut, saat ini sedang
berlangsung persengketaan secara Kkeperdataan (Gugatan
Perdata), yaitu

A(1l) Muh. Adam Djuje pada tanggal 21 Oktober 2020 melalui
Pengadilan Negeri Labuan Bajo menggugat Pemda Manggarail
Barati selaku Tergugat I dan Kantor Pertanahan Manggarai Barat
selaku Tergugat II sebagaimana dimaksud dengan Perkara No.
36/PDT.G/2020/PN.Lbj;



(2) Dahekoro dkk pada tanggal 23 November 2020 melaluil
Pengadilan Negeri Labuan Bajo mengajukan permohonan gugatan
intervensi sebagaimana dimaksud dengan Perkara No.
36/PDT.G/2020/PN.Lbj;

(3) Ismail Herawan Kevin pada tanggal 19 Januari 2021 melalui
Pengadilan Negeri Labuan Bajo

menggugat Pemerintah RI Cq Kejaksaan Agung Cq Kejaksaan Tinggi
NTT selaku Tergugat I, Dai Kayus yang merupakan salah satu
terdakwa dalam perkara tipikor tersebut selaku Tergugat II,
Lalu Muhammad Supriandi, SH, MKn selaku Tergugat III, Pemda
Kabupaten Manggarai Barat Cqg Kecamatan Komodo Cq Kelurahan
Labuan Bajo selaku Turut Tergugat I dan Kantor Pertanahan
Manggaral Barat selaku Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud
dengan Perkara No. 4/PDT.G/2021/PN.Lbj;

Gugatan-gugatan perdata yang sedang berlangsung melalui
Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana dimaksud dalam
Perkara No. 36/PDT.G/2020/PN.Lbj dan Perkara No.
4/PDT.G/2021/PN.Lbj 1itu adalah demi memastikan status
kepemilikan atas tanah seluas 30 hektare (ha) di Kerangan /
Toro Lema Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo — Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat — Provinsi Nusa Tenggara
Timur, sehingga melalui ranah keperdataan itu bisa diketahui
secara jelas dan diputuskan siapakah pemilik hak sebenarnya
atas aset tanah seluas 30 hektare (ha) itu, apakah milik Pemda
Kabupaten Manggarai Barat

sesual klaim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi NTT,
ataukah milik Muh. Adam Djuje, Dahekoro dkk serta ataukah
milik Ismail Herawan Kevin??7?.

Oleh karena saat ini sedang berlangsung persengketaan secara
keperdataan melalui Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas aset
tanah seluas 30 hektare (ha) itu, sebagaimana dimaksud dalam
Perkara No. 36/PDT.G/2020/PN.Lbj dan Perkara No.
4/PDT.G/2021/PN.Lbj, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.



1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”) dalam Pasal 1 dinyatakan
“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal
adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu
hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan
perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu
putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang
adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

Sesuai Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 itu,
maka kasus dugaan korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemda
Kabupaten Manggarai Barat seluas 30 hektare (ha) di Kerangan /
Toro Lema Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo — Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat — Provinsi Nusa Tenggara
Timur layak dan dapat dipertangguhkan pemeriksaannya oleh
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang demi

menunggu adanya suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan
perkara perdata melalui persidangan di Pengadilan Negeri
Labuan Bajo sebagaimana dimaksud dalam Perkara No.
36/PDT.G/2020/PN.Lbj dan Perkara No. 4/PDT.G/2021/PN.Lbj untuk
memastikan status kepemilikan atas tanah seluas 30 hektare
(ha) di Kerangan / Toro Lema Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo
— Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat — Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Beberapa Yurisprudensi terkait adanya Persengketaan Pra
Yudisial atau Prejudicieel Geschil dalam proses persidangan
perkara pidana, yaitu :

(1) Putusan Mahkamah Agung No. 129K/Kr/1979 tanggal 16 April
1980

yang abstraksi hukumnya menyatakan : “Karena pemeriksaan di
Pengadilan Negeri telah berlanjut dan terbentur pada
Prejudicieel Geschil tentang hak milik atas tanah, maka tidak
dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan
ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum dan
yang seharusnya ditempuh adalah menunda sidang sampai Hakim



perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut
dengan memberi waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan
gugatan perdata;

(2) Putusan MA No. 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 yang
abstraksi hukumnya menyatakan :

“Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini harusnya
menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status
pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti”.
Dalam amar putusan tersebut memutuskan

“Memerintahkan Pengadilan Tinggi bandung membuka kembali
persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkara ini
sesudah putusan pengadilan dalam perkara perdata yang akan
menentukan status kepemilikan tanah HGB No. 197/Penaragan
terletak di Jalan Merdeka No. 11A Bogor mempunyai kekuatan
pasti”.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus dugaan korupsi
Pengelolaan Aset Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat seluas
30 hektare (ha) di Kerangan / Toro Lema Batu Kallo, Kelurahan
Labuan Bajo — Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat -
Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menguraikan adanya sengketa
kepemilikan tanah antara Pemda Manggarai Barat dengan beberapa
masyarakat adat ulayat Nggorang terkait tanah seluas 30
hektare (ha) itu, yang menurut JPU tanah tersebut diklaim
sebagai milik Pemda Manggarai Barat, walaupun faktanya aset
tanah itu tidak terdaftar dalam daftar inventaris barang
Kabupaten Manggarai Barat dan bukti kepemilikannya hanya
berupa foto copy Surat Pelepasan Hak dari Haji Ishaka dan Haku
Mustafa selaku fungsionaris adat ulayat Nggorang kepada Gaspar
Parang Ehok selaku Bupati Manggarai pada tahun 1997, dimana
Surat Pelepasan Hak itu belum ditandatangani oleh Gaspar
Parang Ehok. Bahkan saat Pemda Manggarai Barat pada tahun 2011
mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak pakai terhadap
aset tanah seluas 30 hektare (ha) itu ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat, permohonan itu tidak diproses



karena adanya klaim dari Adam Djuje.

Untuk menentukan apakah Klien kami terdakwa Afrizal alias
Unyil terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak
pidana sesuali Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
NO.REG.PERKARA : PDS-08/N.324/Ft.1/01/2021 tanggal 27 Januari
2021, tentu harus dipastikan terlebih dahulu bahwa semua unsur
dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi secara sah,
pengertian sah dalam hal ini tidak cukup dengan hanya
menyodorkan bukti kepemilikan berupa foto copy Surat Pelepasan
Hak dari Haji Ishaka dan Haku Mustafa selaku fungsionaris adat
ulayat Nggorang kepada Gaspar Parang Ehok selaku Bupati
Manggarai pada tahun 1997, namun status kepemilikan atas tanah
seluas 30 hektare (ha) di Kerangan / Toro Lema Batu Kallo,
Kelurahan Labuan Bajo — Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat — Provinsi Nusa Tenggara Timur masih harus diuji lebih
lanjut melalui proses persidangan perdata yang sedang
berlangsung di Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana
dimaksud dalam Perkara No. 36/PDT.G/2020/PN.Lbj dan Perkara
No. 4/PDT.G/2021/PN.Lbj.

Nota Keberatan atau Eksepsi kami sebagai bantahan atas Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA
PDS-08/N.324/Ft.1/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, vyaitu
termasuk tapi tidak terbatas pada soal adanya suatu
Persengketaan Pra Yudisial atau Prejudicieel Geschil dalam
kasus dugaan korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemda Kabupaten
Manggarai Barat seluas 30 hektare (ha) di Kerangan / Toro Lema
Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo - Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat — Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh
karenanya Tim Kuasa Hukum terdakwa Afrizal alias Unyil yang
terdiri dari Jonboy Simson Martua, SH, Meridian Dewanta Dado,
SH, Andi Jefri Sani Siagian, SH, Farida Wulandari, SH dan
Makarius Paskalis Baut, SH mohon agar Majelis Hakim Pengadilan
Tipikor Kupang menolak atau membatalkan serta setidak-tidaknya
mempertangguhkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA
PDS-08/N.324/Ft.1/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 dikarenakan



masih adanya proses peradilan perdata atas obyek tanah yang
disengketakan melalui Pengadilan Negeri Labuan Bajo
sebagaimana dimaksud dalam Perkara No. 36/PDT.G/2020/PN.Lbj
dan Perkara No. 4/PDT.G/2021/PN.Lbj. (ML).

Antisipasi Penyebaran
Covid-19, Babinsa Ajak
Mahasiswa KKN Taati Prokes

Kelurahan Sikumana®ec Maulafa Kota Kupang
-10*12'5%, 123°36'20°, 214,2m, 158
15/02/2021 10.30.41

Kupang, Mwartapedia.com — Optimalkan tindakan pencegahan
penyebaran Covid-19 di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa
Kota Kupang, Babinsa Koramil 1604-07/Alak Serda Ferdinand
melakukan komunikasi sosial (Komsos) bersama mahasiswa KKN di
Kantor Kelurahan Sikumana, Senin (15-2-2021).

Pada kesempatan tersebut, Babinsa Serda Ferdinand membahas
tentang penegakan disiplin protokol kesehatan kepada mahasiswa
KKN dari Unkris guna antisipasi terjadinya penularan Covid-19
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di Kota Kupang khususnya Kecamatan Maulafa.

Serda Ferdinand juga mengajak dan menghimbau mahasiswa KKN
dari Unkris untuk senantiasa waspada penularan Virus Corona.

“Kalau keluar rumah senantiasa menggunakan masker serta cuci
tangan pakai sabun dan selalu jaga jarak dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Serda Ferdinand menjelaskan bahwa pihaknya menjelaskan
bagaimana langkah-langkah 3M dan tata cara pencegahan
Covid-19.

“Pesan saya agar para mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN
dapat bersosialisasi dengan warga serta menjalin keakraban dan
dapat mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Kelurahan
Sikumana,” ucapnya.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan para mahasiswa dalam rangka
KKN di Kelurahan Sikumana hendaknya dapat melapor ke pihak
Pemerintahan Desa sehingga dapat terkontrol oleh Pemerintah
Desa agar setiap pelaksanaan dapat berjalan degan lancar dan
aman.

“Kalau ada kendala atau masalah silahkan lapor ke Babinsa
maupun Bhabinkamtibnas dan kami terbuka kapanpun juga.” Tutur
Babinsa.

Komsos ini bertujuan sebagai forum silaturahmi, sehingga bisa
memperkuat hubungan antara TNI dan seluruh elemen bangsa yang
lain,” ungkap Serda Ferdinand.

“Babinsa Harapan dengan instensnya melalukan sosialisasi
kepada masyarakat khususnya Kelurahan Sikumana, semoga dapat
dijauhkan dari penyebaran virus corona serta dari segala
bentuk bahaya yang lainnya,” pungkasnya. (Pendiml604/Kupang)



